BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 53 TAHUN i1

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang © a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3
ayat (7), Pasal 17 ayat (6), dan Pasal 22 ayat (7) Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus telah
ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;

b. bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Kantor Jasa Penilai
Publik Salam & Rekan tanggal 30 Oktober 2019 Nomor
00044/2.0159/00/P1/11/0367/0/X/2019 Perihal Laporan
Pekerjaan Jasa Konsultasi Penelitian Tunjangan Perumahan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kudus, Surat Kepala Cabang PT. Sucofindo
(Persero) Cabang Semarang tanggal 7 Desember 2017 Nomor
009/SMG/INSPEKSI UMUM/XII/2017 Perihal Laporan
Pekerjaan  Jasa  Konsultasi  Penelitan  Tunjangan
Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kudus, dan guna meningkatkan kesejahteraan
serta kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, maka Peraturan Bupati
Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang  Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kudus sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
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Mengingat
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus
Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;

Undang-Undang Nomor 13  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851):

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
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Memperhatikan
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Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah  Kabupaten Kudus Tahun 2007
Nomor 99);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017

Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 211);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 26);

Surat Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik Salam &
Rekan tanggal 30 Oktober 2019 Nomor
00044/2.0159/00/P1/11/0367/0/X /2019 Perihal Laporan
Pekerjaan Jasa  Konsultasi  Penelitian = Tunjangan
Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
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Menetapkan

2. Surat Kepala Cabang PT. Sucofindo (Persero) Cabang
Semarang  tanggal 7  Desember 2017  Nomor
009/SMG/INSPEKSI UMUM/XII/2017 Perihal Laporan
Pekerjaan Jasa  Konsultasi  Penelitian  Tunjangan
Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN  BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUDUS NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS.

Pasal |

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor
26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 26), diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 22

Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 dan Pasal 21 adalah :

1. Besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD :

a. Ketua DPRD diberikan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua
puluh lima juta rupiah) setiap bulan; dan

b. masing-masing Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar
Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap
bulan.

2. Besaran tunjangan perumahan bagi masing-masing
Anggota DPRD, diberikan sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga
belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

2. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 26
Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 dan Pasal 25 adalah Rp 10.500.000,00

(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan setiap
bulan kepada setiap Anggota DPRD.
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Pasal 1l

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 2020.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal ., ;. . . .

PIt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,
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Diundangkan di Kudus
pada tanggal - 5
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SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,
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SAM’ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2519 NOMOR g3
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Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2020.01.08
14:34:49 +07'00'
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